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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan investasi dengan memberikan
perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro,
kecil, dan menengah, serta perbaikan pelayanan
perizinan berusaha pada bidang transportasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan
penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu
sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Atap;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia;

Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet
Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat
PTSA adalah pelayanan yang dirancang untuk
dilaksanakan dalam satu tempat/satu ruangan yang
dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis
pelayanan dan/atau beberapa satuan kerja
penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan
secara bersama mulai dari proses permohonan sampai
dengan diterbitkannya produk pelayanan.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha
melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial atau  operasional dengan  memenuhi

persyaratan dan/atau Komitmen.
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Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah wunit kerja yang bertugas menyelenggarakan
pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan
pengguna layanan yang berada di bawah pembinaan
unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk:

a.

(1)

(2)

mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada
pengguna jasa transportasi;

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti, dan terjangkau;

mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas
kepada masyarakat;

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
masyarakat; dan

menyederhanakan proses pelayanan.

Pasal 3
PTSA diselenggarakan oleh Kementerian di bawah
pembinaan Menteri.
Penyelenggaraan PTSA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. PTSA pusat yang bertempat di gedung pusat

Kementerian; dan
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b. PTSA daerah yang bertempat di kantor UPT.

(3) PTSA pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
memberikan pelayanan perizinan berusaha yang
ditetapkan oleh Menteri.

(4) PTSA daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b memberikan pelayanan perizinan berusaha yang
ditetapkan oleh pimpinan UPT sesuai tugas dan fungsi

masing-masing.

Pasal 4

Tempat penyelenggaraan PTSA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) harus memiliki sarana dan prasarana yang
berkaitan dengan mekanisme pelayanan, paling sedikit
berupa ruang:
a. informasi dan/atau antrian;
b. pemrosesan berkas;

penyerahan dokumen; dan

d. penanganan pengaduan.

Pasal 5
Mekanisme pelayanan pada PTSA dilakukan mulai dari tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen perizinan

berusaha.

Pasal 6
(1) PTSA  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
melaksanakan pelayanan perizinan berusaha di sektor
perhubungan terdiri atas:
a. Izin Usaha; dan
b. Izin Komersial atau Operasional.
(2) Pelayanan PTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. bidang perhubungan darat;
b. bidang perhubungan laut;
c. bidang perhubungan udara; dan

d. bidang perkeretaapian.
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(3) Uraian jenis perizinan berusaha sektor perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

(4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 7
PTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan
dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai

norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha.

Pasal 8
Penyelenggaraan  PTSA  dilaksanakan sesuai standar
operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 9
(1) PTSA  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilaksanakan oleh petugas operasional pada satuan kerja
penyelenggara sesuai dengan jenis layanan yang
diberikan.
(2) Penugasan petugas operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan

satuan kerja penyelenggara.

Pasal 10
Petugas operasional yang memberikan layanan secara
nonelektronik harus melakukan verifikasi, validasi dokumen
permohonan perizinan, dan memberikan bukti penerimaan

terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar.



